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P E N E T A P A N 

Nomor 512/Pdt.P/2023/PA.Tsm 
 

 
 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan 

penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah 

yang diajukan oleh: 

xxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 20 Maret 1972, agama 

Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah 

Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung 

Panayagan Timur Rt 002 Rw 015 Desa Singasari 

Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya 

sebagai  Pemohon I  

xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 05 November 1973, agama 

Islam, pekerjaan Guru., Pendidikan Strata I, tempat 

kediaman di Kampung Panayagan Timur Rt 002 Rw 

015 Desa Singasari Kecamatan Singaparna, 

Kabupaten Tasikmalaya sebagai  Pemohon II;    

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon; 

DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 

Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya 

dengan register perkara Nomor 512/Pdt.P/2023/PA.Tsm, mengemukakan 

dalil-dalil sebagai berikut: 

1.   Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 24 Februari 2017, Pemohon I dan 
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Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya;   

2.   Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya bernama 

JAJANG  sebagai Kakak Laki-Laki Pemohon II;   

   Dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama JAJANG dan 

MAMAN  dengan dengan Mas kawinnya Seperangkat alat salat dan emas 

15 gram, akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali 

nikah tersebut;   

3.   Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak 

dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Singaparna Kabupaten Tasikmalaya;   

4.   Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda, dan 

Pemohon II berstatus Janda;   

5.   Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan 

tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk 

melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun 

peraturan perundang-undangan yang berlaku;   

6.   Bahwa pada pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum 

dikaruniai keturunan;   

7.   Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak 

pernah bercerai dan sampai saat ini Pemohon I adalah suami Pemohon II;   

8.   Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan 

atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula 

Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;   

9.   Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta 

Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Singaparna Kabupaten Tasikmalaya karena pernikahan tersebut ternyata 

tidak Tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaparna 

Kabupaten Tasikmalaya;   

10.   Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Istbat 

Nikah dari Pengadilan Agama Tasikmalaya, sebagai salah satu syarat 

untuk mendapatkan bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II 
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sebagai suami istri, dan persyaratan kepentingan hukum lainnya  

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada 

Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan 

mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut: 

1.  Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;   

2.  Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (ANDRI bin EMPUD SARIPUDIN 

(ALM)) dan Pemohon II (IMAS MUSOPAH binti SALEH (ALM)) yang 

dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 24 Februari 2017 di wilayah Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya;   

3.  Memohonkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigalontang 

Kabupaten Tasikmalaya untuk mencatatkan dan menerbitkan akta nikah 

pernikahan tersebut;   

4.  Membebankan biaya perkara menurut hukum.  

 Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;  

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon   

telah  menghadap sendiri ke persidangan; 

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan 

nasehat kepada Pemohon   agar mengurungkan keinginannya  mmengajukan 

permohonan Pemohon   

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Pemohon   menyatakan secara lisan 

mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan register perkara Nomor 

512/Pdt.P/2023/PA.Tsm dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada 

hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini 

yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini. 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

sebagaimana tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis 

Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa 
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perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang 

tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon 

yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya, maka 

berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tasikmalaya 

berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan 

Pemohon; 

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat 

hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai),  

maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak 

sebagai pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio) dan mempunyai 

kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009; 

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan 

permohonan pencabutan perkaranya; 

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka 

berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut 

patut untuk dikabulkan; 

Menimbang, bahwa Rv (Reglemen of de Rechtsvordering) yang meskipun 

telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak 

diatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (process doelmatigheid) Rv 

masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai 

permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv; 
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Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan 

tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai. 

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam 

proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus 

diperhitungkan; 

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya 

perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas lex spesialis 

drogat lex generalis maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang 

jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini; 

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta 

dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini; 

M E N E T A P K A N 

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan perkara No 

512/Pdt.P/2023/Pa.Tsm ; 

2. Menyatakan perkara No 512/Pdt.P/2023/Pa.Tsm  telah selesai karena 

dicabut ; 

3. Membebankan  kepada Pemohon  untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp.345.000,- ( tiga ratus empat puluh lima  ribu rupiah); 

 

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan 

Agama Tasikmalaya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Masehi 

bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriah oleh Drs. H. I. Nurul 

Wasik, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy. dan 

Drs. H. Dadang Priatna, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan 

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh 

Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. 

Aminudin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon  ; 
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Ketua Majelis,  
 
 

  
 
 

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. 
  

Hakim Anggota, Hakim Anggota, 
  
  
    
  
  

Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy. Drs. H. Dadang Priatna 
 

Panitera Pengganti, 
 

  

 
Drs. Aminudin 

 

Rincian biaya: 
1. Biaya Pendaftaran : Rp.   30.000,- 
2. Biaya ATK Perkara : Rp.   75.000,- 
3. PNBP Panggilan : Rp.   20.000,- 
4. Biaya Panggilan : Rp.  200.000,- 
5. Biaya Redaksi : Rp.   10.000,- 
6. Biaya Meterai : Rp.    10.000,- 

JUMLAH : Rp.  345.000,- 
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah). 
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